
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

i· I ,. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4. Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Unclang Darurat Nomor 6 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk 
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Menimbang : a. bahwa Peraturan :8upa? La~ung. Selatan ~~~~r .12 Tahun 
2011 ten tang Pakaian · Dmas Pegawai Negeri Sipil: di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan setelah dilakukan 
evaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan xang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakian Dinas Pegawai 
Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung 

· -Selatan. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

TENTANG 
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERJ SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR ~G TAHUN 2013 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

t 

r 



13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 
tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk 
Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pakian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi 
Pamong Praja; 

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor : Kep.71/MEN/V/2004 tentang Pedoman 
Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda 
Jabatan Di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, 
Kabupaten; 

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai Di 
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor: Kep.71/MEN/2009; 

10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46- 
149 / 1978 ten tang Pakian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda 
Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2oio Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 ten tang Korps 
Pegawai Republik Indonesia; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Pedoman 
Organisasi. Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89~ Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 
.Jiwa Korps dan Kode Etlk Pegawai Negeri Sipi] (Lembaran Negara 
Republik Indonesia . Tahun 2004 , Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

4. Undang-Undang Nomor 12 TPJmn 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

. ' 

' 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen 



1. Lampiran VIII huruf A Angka 1 dan 2 diubah sehingga berbunyi 
se bagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

P~RATURAN BUPATI TEN'fANG PERUBAHAN PERTAMA 
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKINGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23). 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Bentuk, Wama dan Isi Lambang Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 23); 

1 7. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 
2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik 
Indonesia; 

16. Peraturan Menteri Kelautan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 
tentang Pakian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi 
Kehutanan; 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; 
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SABUK 

dengan PRIA PNS KORPRI 1. Pakaian Dinas 
kelengkapannya 

A. Pakaian Dinas KORPRI 



SEPATU ... 
Ukuran Tlnggi 1 cm 

Behan Boludru 
W1m1. Hlt1m Polos 

PET 

WANITA PNS KORPRI dengan 2. Pakaian Dinas 
kelengkapannya 



Lambang Lampung Selatan · 

Emblem Polhut (PDU /PDH) 

Kehutanan (PDU dan PDH) 

Lambang Departemen 

JENIS DAN BENTUK ATRIBUT PERLENGKAPAN 
PAKAIAN DINAS POLISI KEHUTAflAN 

2. Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Papan Nama Perorangan 
PDU/POH 

.BADDU I 

. '" ~ - .... ., .. - ~ ' 

Label Polhut POL 
Fl-- - . . k '• . . . 

'.~,>POLHUT 
1 •• 1.. . . 

Label Polhut POU/POH 

Tande Lokasi Kepolisian untuk 
POL 

Tanda Lokasi Kepolisian untuk 
PDU/PDH 

Nama Lokasi/Unit Kerja 
(Dinas Kehutanan) 

(POL) 

Nama Lokasi/Unit Kerja 
(Dinas Kehutanan) 

(POU/POH) 

Tanda Label Kepolisian (POL) 

T and a Label Kepolisian 
(POU/POH) 

Emblem Polhut (PDL) 



Llnqkaran ban ukuran 1 cm 
dibordir, untuk : 
a. Golongan II : Warna Putih 
b. Golongan III : Warna Kuning 
c. Golongan IV : Warna Kuning 

Emas 

Topi Harian . 
Emblim Polhut dibordir, untuk : 
a. Golongan II : Warna Putih 
b. Golongan III : Warna Kuning 
c. Golongan IV : Warna Kuning 

Emas 

Tanda Jabatan Komandan Satuan 

Tanda Jabatan Pembina Pusat 
dan Daerah 

Tanda PPNS POL 

Tanda PPNS PDU/PDH 



BajuKaos 

Topi .Lapangan 
Emblir:1 Polhut dibordir, 
untuk: 
a. Golongan II : Warna Putih 
b. Golongan III : Warna Kuning 
c, Golongan IV : Warna Kuning 

Emas 
Lingkaran ban ukuran 1 cm 
dibordir, untuk : 
a. Golongan II : Warna Putih 
b. Golongan III : Warna Kuning 
c. Golongan IV: Warna Kuning 
Emas 

Topi Upacara 
Emblim Polhut dibordir, 
untuk: 
a. Golongan II: Warna Putih 
b. Golongan III : Warna Kuning 
c. Golongan IV : Warna Kuning 

Emas 
Lingkaran ban ukuran 1 cm 
dibordir, untuk : 
a. Golongan II : Warna Putih 
b. Golongan III : Warna Kuning 
c. Golongan IV : Warna Kuning 
Emas 



KOPELRIEM 
(PDL) 

IKAT PINGGANG 

SEPATUPDL 

SEPATU PDU/PDH 

Rom pi 

Jas Hujan 

Baju Jaket 
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S> 

SENTER 

TONGKAT KARET 

GO LOK DAN SARUNG GO LOK 

PISAU SANGKUR DAN SAR UNG 

BORGOL 

KELENGKAPANPERORANGAN 

TALIDANPLUIT 
(KEP ALA REGU) 

TALIDANPLUIT 

DRAGRIEM 



Papannama 

NESTING I TEMPAT MAKAN 

Veldfles[Tempat Air 

TALI 

RANS EL 
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TAN DA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) POLIS! KEHUTANAN 

&donll.a beloolLb 

··~ 

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) POUSI KEHUTANAN 

\ 



Sketsa Tanda Pangkat POLISI KEHUTANAN 

.. KCiii.iiiidQ .. ··-~· 

Tanda Pangkat Pakaian Dinas Lapangan (PDL) POLISI KEHUTANAN 



9 KABAG HUKUM 

7 

5 ASISTEN Bl[} . 
4 ASISTEN BID .. 
3 ASISTEN BID . 

NO 

8 

1 SEKDAKAB 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELArAN TAHUN 2013 NOMOR 

Diundangkan di Kalianda, 
pada tanggal '' ~ct\ 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Ditetapkan di Kalianda, 
pada tanggal 19 Mt\ 2013 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pasal II 

' 

' I 
' I 

RYCKO tENOZA SZP 
'· ' 



Pembina 
NlP. 19680512 198903 l 002 

M.Si 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI 
SET1)AK . L PUNG SELA TAN 

~ 

Demik ian untuk diproses lebih lanjut. Atas kerjasarnanya kami ucapkan terirna kasih. 

Sehubungan dengan ha!, tersebut, bersama ini kami lampirkan Draft Peraturan Bupati 
I :1111p11ng: Selatan tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Se!atan Nornor 
I :2 'l uhun 2011 tenrang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinrah 

I ~:1hq1;1te11 Lampung Selaran. 

Penting 
I (Sntu) Berkas 
Penyampaian Draft Peraturan Bupati Lampung Selatan. 

Kepala Bagian Hukurn Setdakab Lampung Selatan 
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan 
' April 2013 

0601 lot; /I.09/2013 

NOTA-DINAS 

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Larnpung Selatan 35513 
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
SEKRETARIAT DAERAH 

-J ·1111ggul 
N ornor 
Si1:1t 
I ampiran 
1 liil 

Kcpada 
1)~1ri 

.. 
' 

Schubungan telah diteiapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nornor 23 Tahun 2011 ten tang Bentuk. Warna clan Isi Lam bang Daerah Ka bu paten Lampung 
Selatan, dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang 
l'akaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, rnaka Peraturan Bupati Lampung 
~c·lalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
I 'crncri ntah Ka bu paten Larnpung Selatan harus direvisi disesuaikan dengan ketentuan 
perundang-undangar, yang berlaku. 
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